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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 40 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN

Menimbang

»
~

Mengingat

-

DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor
900/42/Keu-Setda/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
tentang Usulan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu
ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2020,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa Kkali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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TENTANG - PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
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JABATAN JABATANDALAM KEGIATAN YANG DIKELOLA
PENGELOLAAN KEUANGAN I

Ir. ERIZON, ME | Wnﬁmmum..w Daerah o ‘_umnw.m:aw .P:mmmaub j Seluruh Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah ( Sekretariat Daerah )
NIP. 19630323 199001 1 005

2 |HAMDI, SPt.,M.Si = Asisten Administrasi Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
NIP. 19740530 200003 1 005 Lo 1. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum
2. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan
Rakyat

3. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan

3 |Hj. ERMIDA ZISWATI, SE.MM Staf Ahli Bidang Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Pemenntahan, Hukum s
NIP. 19651111 199003 2 006 dan Politik Kebijakan KDH
1. Pemantapan dan Optimalisasi dan Pemantapan Fungsi Staf Ahli Bupati

4 |WELDI, S.Sos.,M.M Kepala Bagian Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NIP. 19641028 199003 1 004 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
5. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

6. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

5 [JUNILIA ARMAYANTI.,S.Kom _An%m_m m.wwn.:.&.. Kuasa Pengguna Anggran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
rganisasi
NIP. 19800623 200501 2 015 BEDE 1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemerintah Daerah
1. Penataan dan Penguatan Lembaga

2. Penataan Jabatan Perangkaan Daerah

Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
1. Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan
2. Monev e-SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan




ALWIS DARWIS, SH
NIP. 19620918 198503 1 006

~ |Nip. 19700921 199303 1 002

Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat
dan Protokoler

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1. Peningkatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyedinan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

10.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumnah Dinas ( KDH )
1 1.Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ( KDH )

(Tl S

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah
1. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri

2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH)
1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Han-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya (KDH)

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2. Dokumentasi Kegiatan Pemernintah Daerah

3. Publikasi dan Promosi Daerah







13 |YOLLI AANG SOFRIA,
S.8TP.,M.Sc

NIP. 19840723 200212 1 001

1 HARDI DARMA PUTRA, SH.,M.Si

NIP. 19670901 198602 1 001

Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesatuan
Bangsa dan Politik

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Program Pemantapan Otonomi Daerah

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

3. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan

4. Fasilitasi Kerjasama Rantau

5. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan

6. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami

Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Pemasyarakatan Olahraga Aparatur

Program Peningkatan IMTAQ

1. Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam

2. Safari Keagamaan Pemerintah Daerah

3. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

4. Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan

5. Pembinaan Didikan Subuh Tergiat

6. Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan

7. Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

8. Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Al-Qur'an

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
2. Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

t
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SILVI YANUR
NIP. 19850304 201001 2 029

=k T. B

Staf Bagian Keuangan | Bendahara Pengeluaran Pembantu

Lingkup Asisten 1L

1. Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokoler

2. Bagian Organisasi
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